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A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting di 
dalam kehidupan manusia. Tanah sebagai sumber daya yang sangat menunjang 
kehidupan manusia, arti penting tanah dalam kehidupanmaka harus memiliki 
aturan atau norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan 
pemanfaatan tanah.Semakin berkembangnya penduduk dan cara pemikiran 
manusia maka mendorong terbentuknya suatu aturan di bidang pertanahan yang 
dapat diterima bersama sebagai landasan hukum terutama dalam kepemilikan 
tanah. 
Tanah dalam pembangunan nasional merupakan salah satu modal dasar 
yang strategis.Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu 
masyarakat yang adil dan makmur secara merata.Sehingga, untuk mencapai 
tujuan tersebut maka dilaksanakan suatu program pembangunan yang 
menyeluruh dan terpadu secara berkesinambungan temasuk didalamnya 
pembangunan dalam bidang pertanahan. 
Sebagai landasan kebijakan di bidang pertanahan, Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditunjukkan bahwa 
untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kaitannya 
dengan perolehan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia, salah satunya 
tanah. Perwujudan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 
Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana yang dicantumkan 
dalam Penjelasan Umum sebagai berikut: 
a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang 
merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan 
bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang 
adil dan makmur. 
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b. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan,dalam 
hukum pertanahan. 
c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-
hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 
 
Undang-Undang Pokok Agraria merupakan perangkat hukum pertanahan 
sebagai sendi dan landasan baik hukum nasional maupun kepastian hukum pada 
politik dan sistem pertanahan nasional. Salah satu tujuan dalam Undang-Undang 
Pokok Agraria sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok 
Agraria adalah  untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak 
atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perlu diadakan pendaftaran tanah 
sesuaidengan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. 
Pendaftaran tanah menjadi suatu kewajiban bagi Pemerintah yang diatur 
dalam Pasal 19 UUPA, bahwa pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 
Indonesia dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pengertian pendaftaran tanah 
yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria meliputi 
pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; Pendaftaran hak atas tanah dan 
peralihan hak; dan Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku. Pendaftaran 
atas tanah diadakan sesuai dengan keadaan suatu negara dan masyarakat serta 
keperluan lalu-lintas sosial ekonomi.Dengan ketentuan bahwa biaya pendaftaran 
tanah dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah, serta rakyat yang tidak mampu 




Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah membuka peluang untuk pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat di bidang pendaftaran tanah yaitu salah satunya upaya pemerintah 
dalam rangka melakukan cadaster reform  atau reformasi di bidang pendaftraan 
tanah. 
Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,  
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
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pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan 
hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya. 
 
Pengertian pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 
dilakukan berarti suatu kegiatan yang saling berkesinambungan dan tidak 
dapatterputus, yaitu melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, 
penyajian data,serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta 
dan daftar mengenaibidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk bentuk 
pemberian surat tanda buktihak bagi bidang tanah yang sudah ada haknya. 
Tujuan perlu diadakannya pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah 
sehingga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dapat membuktikan 
sebagai pemegang hak atas tanah.Kepastian hukum yang dimaksud meliputi 
kepastian hukum mengenai subjek hukum hak atas tanah;  kepastian mengenai 
letak, batas, ukuran/luas tanah (objek hak atas tanah); dan kepastian hak atas 
tanah. Pendaftaran tanah yang dilakukan secara baik maka sebagai wujud dari 
tertib administrasi di bidang pertanahan.Pendaftaran tanah meliputi pengukuran, 
pemetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan 
haknya serta pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat. Hal ini berarti bahwa kegiatan terakhir pendaftaran 
tanah yang telah dilakukan adalah pemberian surat tanda bukti yang berupa 
sertipikat tanah. 
Menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat dalam 
arti bahwa keterangan yang tercantum dalam sertipikat tanah tersebut yaitu 
berupa data yuridis meliputi subyek hukum hak atas tanah, status hak atas tanah 
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yang dikuasai dan data fisik meliputi letak, batas, dan luas tanah telah 
mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap benar (oleh hakim) selama 
tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak ke 3 ( tiga). Sistem  pendaftaran 
tanah di Indonesia tidak menggunakan sistem publikasi negatif secara murni 
akan tetapi menganut sistem publikasi negatif tetapi yang mengandung unsur 
positif. Sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data yang 
disajikan. Hal ini dikarenakan akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak 
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria
2
. 
KetentuanPasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas-asas:  
1) Sederhana dalam penyelenggaraan;  
2) Teliti dan cermat dalam pelaksanaan;  
3) Terjangkau bagi pihak-pihak yang memerlukannya;  
4) Terbuka untuk memperoleh keterangan.  
Berdasarkan asas-asas pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diharapkan mampu mewujudkan 
tertib administrasi pertanahan, antara lain: 
a) Dapat diketahui pemilik atau pihak yang menguasai atas suatu bidang tanah 
jenis penggunaan tanah. 
b) Bagaimana hubungan hukum antara bidang tanah dengan yang menguasai 
bidang tanah. 
c) Luas suatu bidang tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum. 
d) Letak tanah tersebut yang dapat dipetakan berdasarkan suatu sistem proyeksi 
peta yang dipilih, sehingga dapat dihindari tumpang tindih sertifikat. 
e) Informasi pertanahan yang memadai. 
f) Penyimpanan dokumen yang tertib, teratur, dan terjamin keamanannya. 
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g) Terdapat prosedur tetap yang sederhana, cepat dan tingkat akurasinya 
terjamin. 
h) Penyelenggaraan pendaftaran tanah pada saat ini melalui sistem sporadik dan 
sistem sistematis. 
 
Harapan-harapan dari pendaftaran tanah tersebut dalam mewujudkan tertib 
administrasi pertanahan dan jaminan kepastian hukum belum dapat terwujudkan, 
hal ini disebabkan syarat administrasi pertanahan belum lengkap, sehingga 
menimbulkan konflik.Pola berpikir masyarakat yang  tidak sepenuhnya 
mengetahui akan proses dan ketentuan yang harus di penuhi untuk memperoleh 
pengakuan hak atas tanah yang di kuasainya. Masyarakat juga masih belum 
mematuhi agar pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah berjalan 
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.Sebagai akibat 
masyarakat yang belum mengetahui atau mematuhi aturan tersebut, dapat 
disebabkan karena sosialisasi terhadap aturan tersebut masih dirasakan kurang 
dan atau adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran hak atas 
tanahmasih rendah.Masyarakatjugamenyadari bahwa dengan mendaftarkan hak 
atas tanah yang diperoleh dari perbuatan hukum akan memperoleh kepastian 
hukum dengan diperoleh sertipikat, akan tetapi masih banyak juga pemegang hak 
milik yang mempunyai sertipikat digugat dengan pemegang hak milik yang 
mempunyai sertipikat yang lain.  
Sengketa dibidang pertanahan cukup tinggi dan penyelesaian sengketa 
dibidang pertanahan cukup tinggi dan penyelesaian sengketa memerlukan waktu 
yang cukup panjang dan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Hal ini 
mencerminkan lemahnya mekanisme dalam proses pendaftaran tanah sehingga 
walaupun telah diterbitkan sertifikat tetap muncul masalah terhadap penerbitan 
sertifikat tersebut. Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sebagai 
pemegang kebijakan dibidang pertanahan mempunyai peran penting dalam 
mengambil kebijakan dibidang pertanahan untuk memperbaiki kondisi yang ada 
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saat ini karena hal ini memberi dampak yang tidak baik bagi kepentingan 
masyarakat sebagai warga negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan 
dari negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia. 
Sehingga, atas hal tersebut perlu penelitian atas munculnya konflik dalam 
pendaftaran tanah yang pada dasarnya tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk 
menjamin kepastian hukum maka penulis akan melakukan penelitian mengenai 
penerapan dari asas-asas dari pendaftaran tanah sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
dalam penulisan hukum yang berjudul “ PERWUJUDAN DAN 
IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, AMAN, TERJANGKAU, 
MUTAKHIR DAN TERBUKA DALAM PENDAFTARAN TANAH 
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 
TENTANG PENDAFTARAN TANAH” 
 
